
BUPATI MELA WI 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI 
NOMOR 10 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 188.34.8841 Tahun 2016 
tentang pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah 
Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Mineral Bukan Logam Dan Batuan; 

b. bahwa berdasarkan lampiran huruf cc Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
mengenai Pembagian Urusan Bidang Pemerintahan Bidang 
Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan Mineral dan 
Batubara yang menyatakan bahwa penetapan harga 
patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan 
urusan Pemerintah Daerah Provinsi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4344); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pejal 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ," 
Reub» Indonesia Tahu 2009 oror 130, T%AZ/W[;( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t P tah tentang emennt an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tai Le be N : » amahan moaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakh;+ 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
Perubahan Kedua Atas Undang-Und; N tentang 
Tahun 2014 tentang Pemermstahan o""l,, """"" 23 N« R 1blik aer: (I embaran egara «epul Ii} Indonesia Tahun 2015 N 
Tambahan Lembaran Negara Republik In4, 'Omor 58, 
5679); Indonesia Nomor 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI 

dan 

Menetapkan 

BUPATI MELA WI 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NO MOR 9 TAHUN 2011 TENTANG 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Melawi Nomor 95) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal5 
(1) Dasar pengenaan tarif pajak adalah nilai jual hasil pengambilan 

mineral bukan logarn dan batuan. 
(2) Nilai jula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 

mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau 
harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. 

(3) Dihapus 
(4) Dihapus 

2. Ketentuan Pasal 38 dihapus. 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab Melawi. a upaten 

Ditetapkan di .n»an4a4 %nok 
pada tanggal ..?1 esember 207 

BUP, MELAWI 

PANJI 
Diundangkan .di rung« Pinoh 
pada tanggal 2.. erember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI 
' 

IVO S MULYONO 

LEMBARAN DAEI KABUPATEN MELAWI T 
NOREG PERATU [N DAERAH KABUPATe',''H' 7917 NOMOR 1o.. 
BARAT:(I3 )/ (l07) LAWI PROVINSI KALIMANTAN 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI 
NOMOR IO TAHUN 2017 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 201 1 

TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

I. PENJELASAN UMUM 

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah yang 
nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan 
pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan yang bersumber dari 
Pendapatan Asli daerah khususnya pajak, maka peraturan yang 
menyangkut bidang pajak perlu untuk disempumakan kembali. Sejalan 
dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan sumber-sumber 
pendapatan asli daerah yang hasilnya meningkat. 

Upaya penyedian dana dari sumber-sumber tersebut antara lain 
dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta 
penyederhanaan, penyempurnaan dan perombakan jenis pajak sejalan 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan 
mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak 
dapat dengan mudah memahami dan mematuhi kewajiban 
perpajakannya, sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
perpajakan tersebut, peraturan-peraturan daerah terdahulu tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu disempumakan kembali dan 
menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan dalam 
suatu Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukupjelas 

Pasal II 
Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 178 


